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Wawancara 
dengan 26 

pelaku usaha
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pelaksanaan 
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Nilai suap Rp 
680 juta sd 22 
miliar Rp per 

usaha per 
tahun

Tujuh SK 
Menteri 

Kehutanan 
Direvisi dari 
Hasil Kajian 
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Rantai Perizinan Usaha Kehutanan dan Titik-titik Terjadinya Suap/Peras

2014
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Survai akhir 2019 untuk 
mengetahui perkembangan 
pelaksanaan Perizinan Satu 
Pintu di Propinsi dan OSS.

5 Tahun Kemudian…..

Nilai suap berkurang 

sampai 60% dari nilai 

suap tahun 2014



Tata Kelola Yang Dirumuskan 
Berdasarkan Evaluasi GNPSDA-KPK

Corruption
Sumber: KPK, 2018



Potensi Korupsi dalam Peraturan 
Perundangan Kehutanan Pasca UUCK

3

4

Perencanaan 2 1

Perubahan Peruntukan 1 1

Penggunaan 1 2 1

Tata Hutan 1 1 2

Perhutanan sosial 2

Perlindungan 1

Pengolahan & 

Pemasaran

3

Penataan Hasil Hutan 1

Pengawasan 1

JUMLAH 5 2 3 11

1 2 3 4

Rekapitulasi Hasil CRA pada PP 23 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Corruption 

Risk 

Assessment 

(CRA)

1. Looting (pemaksaan 
kewenangan)

2. Rent scraping (birokrasi 
berlebihan)

3. Dividend collecting (profit 
swasta yg dibagikan ke pegawai 
pemerintah, suap)

4. Isi regulasi yang tdk terkait 
masalahnyaWedeman (1997) 

1

2

3
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Network Korupsi 
Kehutanan di Palalawan, 

Riau (2020)
Baker (2020)



Tacconi et.al., (2019)
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EigenvectorCentrality—Network Deforestasi, Tingkat Desa

Powerful actor adalah aktor yang memiliki relasi dengan aktor-aktor penting dalam jaringan. Relasi ini tidak 

melihat jumlah relasi namun seberapa penting aktor lain yang berelasi dengan aktor tersebut.  Node berwarna

merah adalah aktor dengan nilai sentralitas eigen tertinggi, semakin besar node maka  nilai sentralitas 

semakintinggi.

Tahun 2015-2017 Tahun 2017-2019

LilaJuniyanti (2021)





Kasus Khusus Tatakelola 
Kemitraan Kehutanan oleh 
BUMN Kehutanan

2



BEBERAPA CONTOH PENGADUAN 

MASYARAKAT ATAS PRAKTIK ILEGAL

❖ Pungutan kepada petani terhadap ‘bagi hasil 
agroforestri’ oleh LMDH di Slaharwaton, Kec 
Ngimbang-Lamongan (KRPH Dradah, KPH 
Mojokerto);

❖ Pungutan kepada petani Rp 1,5 juta. Lahan 
menjadi pertanian komoditas padi.
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❖ Pungutan untuk pembayaran PLTD (Pemanfaatan 
Lahan Dibawah Tegakan) yang terjadi pada petani 
penggarap lahan (di badah tegakan) dengan 
komoditas seperti porang dan lain-lain;

❖ Ini terjadi di Bojonegoro dan Madiun.
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❖ Pungutan untuk pembayaran PLTD, Penyewaan 
lahan dan Pungutan dana antre lahan;

❖ Ini terjadi di daerah Kediri, Desa Asmorobangun, 
Manggis, Satak, Wonorejo dan beberapa desa 
lainnya di Kecamatan Puncu.
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❖ PUNGUTAN DI BANYUWANGI SELATAN 
DILAKUKAN OLEH PERHUTANI DAN LMDH

❖ Pungutan untuk pembayaran (1) sewa lahan 
garapan, (2) bagi hasil / sharing dan (3) 
pembayaran begasak pungutan untuk pokja-pokja 
LMDH dengan besaran Rp 200.000/hektar, di 
beberapa tempat nilainya tidak ditentukan atau 
seikhlasnya petani
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❖ TIDAK ADA KEJELASAN (SISTEM) SHARING HASIL 
AGROFORESTRI ATAU BAGI HASIL DARI 
PERHUTANI KE PETANI/LMDH

❖ Contoh ini terjadi di daerah Taruman dan Terkesi 
(dan lainnya) di Grobogan.
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Aset tanah dan bangunan Perhutani dikuasai pihak lain

TEMUAN KAJIAN

▪ Tidak ada unit khusus pengelola aset di perusahaan yang berfungsi 
melakukan pengelolaan dan penyelesaian atas aset-aset yang 
dikuasai pihak lain.

▪ Akibatnya kawasan hutan tidak bisa dikelola secara efektif dan efisien

Wilayah Objek Luas (ha) Nilai (Rupiah)
Jawa Barat dan 
Banten

Tanah Bersertipikat 138,314 52,378,575,000

Belum Bersertipikat 102,554 77,232,575,000
Jawa Tengah

Banguna dan Tanah 10,518 26,082,680,000

Tanah 114,575 40,201,000,000
Jawa Timur

Bangunan dan  Tanah 4,494 39,201,000,000

Tanah 355,755 79,036,394,625

Total 726,210 314,132,224,625



Soal Independensi Pemberi 
Izin, Dampak, dan Peran 
Swasta
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Catatan Perkebunan Papua Barat

• Kebijakan moratorium sangat penting, namun pelaksanaanya belum 
optimal (5 dari 239 Bupati), antara lain akibat tidak diselesaikannya 
persoalan tatakelola (bad governance) perizinan.

• Implementasi berbagai rekomendasi hasil kajian nampak bisa berjalan 
apabila dalam prosesnya menyertakan lembaga yang mempunyai peran 
mendampingi dan “memaksa” dilakukannya perbaikan, seperti 
KPK/Stranas-PK.

• Kasus di PABAR:
1. Kewajiban IUP

2. Tdk punya IPK

3. Lapor perub pemilikan

4. Tdk ada HGU

Operasional:

1. Blm ada kebun

2. Tanam di lahan gambut

3. Tanam di kws hutan

4. Tanam lebih luas dari IUP

Belum ada perbaikan

tatakelola



Residu Konflik Kebun (Dirjen Perkebunan, 2021)



CPEI—2021: Kasus PLTU

• Skor Corporate Political Engagement 
Index (CPEI) dari 90 perusahaan:
0.9/10.

• Masih sedikit perusahaan yang 
mempublikasikan nilai atau prinsip 
perusahaan serta mekanisme kontrol 
perusahaan dalam praktik 
keterlibatan politik perusahaan: 
rerata 10%.

• Rerata persentase dari dimensi 
penilaian kedua mengenai donasi 
politik (political donation): 15%.

• Rerata persentase dari dimensi 
penilaian ketiga mengenai praktik 
lobi yang bertanggung jawab 
(responsible lobbying): 5%.

• Mayoritas perusahaan belum mengatur 
praktik konflik kepentingan dalam 
revolving door. Rerata persentase yang 
mengaturnya sebesar 1%.

• Prinsip transparansi dalam 
menginformasikan keterlibatan politik 
perusahaan (transparency in reporting):
13%.

• Sebanyak 59 dari 90 perusahaan yang 
telah dinilai sama sekali tidak mampu 
menjawab indikator mengenai 
transparansi keterlibatan politik 
perusahaan (corporate political 
engagement).

• Sebanyak 40 dari 90 perusahaan (44%) 
yang berbisnis PLTU memiliki direksi dan 
komisaris yang tergolong sebagai
Politically-Exposed Persons (PEPs).

Sumber: TII, 2021

Masih kuatnya loby pengusaha yang berpotensi 

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah



Tata Kelola dalam UU Cipta Kerja

• Hanya terdapat pada perubahan UU No 39/2009 tentang 
Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam Pasal 164 disebut mengenai 
tatakelola Lembaga Pengelolaan Investasi. Di Lembaga ini akan 
diterapkan keterbukaan informasi, menghindari benturan 
kepentingan, dlsb.

• Dalam PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak 
ada pernyataan mengenai keterbukaan informasi bagi publik.

• Dalam PP 5/2021 Pasal 168, menyediakan informasi bagi publik 
tentang Perizinan Berusaha tanpa menggunakan hak akses.

• Permen LHK No 7/2021 Pasal 24, informasi hasil inventarisasi 
dan pemantauannya bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain 
oleh Menteri (sesuai peraturan-perundangan).

• Permen LHK No 8/2021 Pasal 236, keterbukaan informasi SVLK

• Permen LHK No 9/2021 tidak ada keterbukaan informasi.

Efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan 

UUCK tergantung 

kapasitas& tata 

kelola kelembagaan 

K/L dan Pemda, serta 

reaksi swasta 

terhadap 

pelaksanaan GCG



Terimakasih
HARIADI KARTODIHARDJO


